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Abstrak  
Peristiwa G30/S melahirkan berbagai ekses bagi bangsa Indonesia,  tidak terkecuali bagi 
masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di kota Malang pada masa itu. Dalam novel berjudul Pecinan 
Kota Malang yang ditulis oleh Ratna Indraswari Ibrahim, hal itu disinggung melalui satu bagian riwayat 
hidup para tokoh perempuan yang dituturkan dalam novel yang berlatar belakang etnis Tionghoa. Ekses 
yang dialami kedua tokoh tersebut meliputi aspek pendidikan, ekonomi, dan keamanan. 
Melalui perspektif sosiologis,  tulisan ini berusaha melakukan kajian mengenai kesejajaran 
antara fakta literer yang tertuang dalam novel dengan fakta sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa 
ekses tersebut dialami oleh warga Tionghoa di Indonesia sebagai akibat  dari kecurigaan terhadap 
komunisme, posisi yang lemah secara politis, dan faktor ekonomi. Namun demikian, situasi di kota 
Malang tetap kondusif karena warga Tionghoa dapat menerima perubahan  akibat pergolakan politik 
tersebut. 
 
Kata kunci: ekses, peristiwa G30/S, etnis Tionghoa, kota Malang 
 
A. PENDAHULUAN  
Sejarah Indonesia mencatat sebuah peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965, yaitu 
Gerakan 30 September. Pergolakan politik tersebut tidak hanya berdampak di tingkat elit politik 
tanah air, namun juga masyarakat sipil dari berbagai kalangan sebagai akibat dari kecurigaan 
terhadap Partai Komunis Indonesia yang dianggap sebagai biang keladi dari peristiwa ini.  
Ekses dari peristiwa ini telah disinggung dalam berbagai karya sastra, salah satunya 
adalah novel Pecinan Kota Malang yang ditulis oleh Ratna Indraswari Ibrahim. Dalam novel 
tersebut, penulis yang berasal dari kota Malang ini menceritakan dua sosok perempuan berdarah 
Tionghoa yang lahir dan tumbuh remaja  di kota Malang pada tahun 1950 – 1970an.  
Pergolakan politik 1965 turut mewarnai perjalanan hidup keduanya sehingga terjadi perubahan-
perubahan dalam beberapa aspek kehidupan mereka. 
Hal ini menarik untuk ditelisik lebih jauh mengingat isu-isu yang terkait dengan 
etnisitas, khususnya bagi kelompok minoritas, acap kali berakar pada kecurigaan yang pada 
gilirannya berpotensi mengarah pada disintegrasi bangsa. Tulisan berikut ini mengupas 
bagaimana pergolakan politik yang terjadi di tahun 1965 tersebut menimbulkan ekses terhadap 
masyarakat etnis Tionghoa di kota Malang, sebagai akibat kecurigaan terhadap partai yang 
dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Melalui penyejajaran antara fakta literer 
dalam novel dengan fakta historis, tulisan ini juga akan memaparkan lebih jauh mengenai 
bagaimana sikap warga etnis Tionghoa masa itu dalam menghadapi ekses tersebut. 
 
B. TEORI DAN METODE 
Pembicaraan mengenai kehidupan sosial yang  termuat dalam karya sastra tidak terlepas 
dari aspek dokumenter dari karya sastra. Sebagaimana disampaikan oleh Sapardi Djoko 
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Damono (1978, hal. 8-9), pendekatan terhadap aspek ini bertumpu pada landasan berpikir 
bahwa sastra merupakan cermin jamannya. Khusus mengenai novel sebagai salah satu bentuk 
karya sastra, Michel Zeraffa dalam tulisannya yang bertajuk The Novel as Literary Form and 
Social Institution menjelaskan bahwa bentuk dan isi novel berkaitan erat dengan fenomena 
sosial, terutama dengan momen-momen tertentu dalam sejarah masyarakat. Dengan kata lain, 
novel tidak bisa dilepaskan dari realita sejarah yang berusaha diinterpretasikannya (Burns, ed., 
1973, hal. 35-38). Oleh karena itu, tugas peneliti adalah menganalisis hubungan antara 
pengalaman para tokoh ciptaan pengarang itu dengan fakta sejarah sesungguhnya. 
Terkait dengan fokus tulisan ini, yaitu situasi warga etnis Tionghoa di kota Malang di 
saat terjadinya peristiwa G30/S, maka pemahaman mengenai etnisitas juga perlu dipaparkan. 
Chris Barker (2000, hal. 195) mengemukakan bahwa etnisitas merupakan sebuah  konsep 
kultural yang terkait dengan penyebaran norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik budaya. 
Suatu kelompok masyarakat dikatakan sebagai kelompok etnis tertentu karena mereka memiliki 
penanda kultural yang dibentuk oleh  konteks historis, sosial dan politik yang spesifik, sehingga 
melahirkan sense of belonging (rasa memiliki).  Dengan kata lain, satu etnis tertentu memiliki 
identitas yang sama karena berakar pada budaya yang sama.  
Bertolak dari pemahaman tersebut, dapat dikatakan bahwa warga etnis Tionghoa 
merupakan satu kelompok masyarakat yang memiliki identitas yang sama. Namun demikian, 
seiring dengan perkembangan sejarah keberadaan etnis tersebut di Indonesia, muncul dua 
kelompok masyarakat Tionghoa di Indonesia yang disebut sebagai totok dan peranakan. 
Tionghoa totok mengacu pada warga Tionghoa yang secara keturunan tidak bercampur dengan 
etnis lain, sedangkan peranakan adalah sebaliknya sehingga orientasi budayanya mengacu pada 
daerah tempat tinggalnya (Tan, 2000, hal. 166). 
Dengan berlandaskan pemikiran tersebut, maka kajian ini disusun dengan mengamati 
kesejajaran antara pengalaman yang dituturkan oleh tokoh dalam novel dengan fakta sejarah 
sesungguhnya. Fakta sejarah tersebut diperoleh dari berbagai catatan sejarah serta wawancara 
dengan narasumber yang mengalami masa-masa ketika peristiwa G30/S terjadi, khususnya 
ekses yang dihadapi warga Tionghoa kota Malang pada saat itu.  
 
C. PEMBAHASAN 
Novel yang ditulis oleh Ratna Indraswari Ibrahim ini mengisahkan dua orang 
perempuan yang bersahabat sejak kecil, yaitu Lely dan Anggraeni. Keduanya adalah warga etnis 
Tionghoa yang berasal dari kota Malang. Lely yang merupakan warga Tionghoa totok adalah 
seorang pengusaha dan tetap tinggal di Malang hingga dewasa, sedangkan Anggraeni yang 
peranakan berprofesi sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Keduanya 
dipertemukan lagi setelah berusia 50-an tahun. Dalam pertemuan tersebut keduanya saling 
bercerita mengenai apa yang terjadi selama perjalanan hidup mereka, di antaranya terkait 
dengan peristiwa G30/S yang membawa perubahan dalam sejarah hidup masing-masing. 
Berdasarkan penuturan para tokoh, terdapat dua bidang yang secara signifikan 
menunjukkan ekses dari peristiwa tersebut dalam sejarah hidup mereka. Berikut ini keduanya 
dikaji lebih dalam dan dihubungkan dengan fakta sejarah sesungguhnya. 
a. Pendidikan dan Ekonomi  
Perubahan besar yang terjadi dalam bidang akademik bagi tokoh Lely adalah dengan 
terhentinya pendidikan akibat penutupan sekolah. Lely menempuh jenjang sekolah dasar di SD 
Ma Hwa, kemudian berlanjut ke sekolah Ma Chung. Namun, jenjang sekolah lanjutan ini tidak 
dapat dituntaskan sejak meletusnya peristiwa G 30/S sebagaimana dituturkan berikut ini:  
  
217 
 
 
Waktu SMP aku tidak sampai di kelas tiga. Bertepatan dengan ujian kenaikan kelas 
meletuslah peristiwa G 30 S. Sekolah Tionghoa ditutup dan diambil alih. Aku tidak 
mengerti, mengapa sekolah kami dituduh sebagai antek-anteknya PKI. Seingatku, guru-
guru tidak pernah mengajarkan teori tentang komunisme. Aku ingat guru sejarahku, Pak 
Han, menangis dan bilang pada kami, “Aku kira kalian harus belajar di manapun dan 
aku bersumpah tidak pernah mengajarkan teori komunisme pada kalian. Karena aku 
merasa bukan Tionghoa tapi orang Indonesia.” (Ibrahim, 2008, hal. 25) 
Kutipan tersebut menggambarkan adanya kecurigaan terhadap sekolah Tionghoa yang dianggap 
turut berperan dalam penyebaran paham komunisme. Seperti diketahui, Partai Komunis 
Indonesia (PKI) berikut paham yang dibawanya disinyalir sebagai dalang dari peristiwa 
berdarah di tahun 1965 tersebut. Meskipun hal itu dibantah oleh tokoh Lely melalui pernyataan 
bahwa sekolah dan gurunya tidak pernah mengajarkan komunisme, penutupan sekolah tetap 
terjadi. 
Dalam buku Dilema Minoritas Tionghoa (1984, hal.162-167), Leo Suryadinata 
memaparkan bahwa seluruh organisasi yang berafiliasi dengan Peking dinyatakan ilegal karena 
pejabat Indonesia menuduh Peking telah mendukung PKI. Selama beberapa tahun, anak 
Tionghoa “asing” tidak memperoleh pendidikan. Baru pada tahun 1969 didirikan Sekolah 
Nasional Proyek Chusus (SNPC) yang diajar oleh warga negara Indonesia. Pendirian sekolah ini 
dianggap sebagai sebuah solusi bagi “masalah Tionghoa” pada saat itu. Hal ini diperkuat oleh 
Mely G. Tan dalam kumpulan tulisan Etnis Tionghoa di Indonesia (2008, hal. 200) mengenai 
adanya peraturan penutupan sekolah berbahasa Tionghoa. Keberadaan SNPC bertujuan untuk 
menampung anak-anak dari sekolah yang ditutup tersebut. Sekolah ini berkurikulum nasional 
dan menempatkan pelajaran Bahasa Tionghoa sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Penggunaan 
aksara Tionghoa di tempat umum (nama toko dan perusahaan) juga mengalami pelarangan pada 
tahun 1967, demikian pula dengan masuknya buku maupun majalah beraksara Tionghoa. 
Penetapan peraturan tersebut berimbas ke  kota Malang. Secara khusus terdapat catatan 
sejarah yang menyebutkan bahwa pernah berdiri Perguruan Malang  Chung Hwa Xue Xiao 
(Perguruan TiongHwa Malang/Machung) di wilayah Jalan Tanimbar. Seiring dengan 
pergolakan politik yang berpuncak pada peristiwa G 30/S 1965, sekolah tersebut ditutup dan 
gedungnya dipergunakan oleh SMAN 5 hingga saat ini. Peristiwa ini menegaskan bahwa 
peraturan tersebut berlaku juga bagi warga etnis Tionghoa di kota Malang. 
Selain institusi pendidikan, warga Tionghoa yang menjalankan perdagangan juga 
menghadapi tindak penutupan tempat usaha.  Seperti kebanyakan warga etnis Tionghoa, kedua 
orangtua Lely mencari nafkah dalam bidang perdagangan. Mereka mendirikan toko kue  di dua 
tempat. Sejak kecil Lely telah terlatih untuk bekerja di toko kue tersebut, bahkan waktunya 
sehari-hari hanya dihabiskan untuk bersekolah dan bekerja. Namun, peristiwa kup 1965 
mengakibatkan ditutupnya toko-toko keluarga Lely seperti  diungkapkan dalam kutipan berikut 
ini: 
 
Setelah berusia limabelas tahun, ketika aku tidak bisa melanjutkan sekolah karena 
sekolah Tionghoa ditutup, toko milik orangtuaku juga ditutup. Semuanya akibat 
peristiwa G 30 S. Toko yang di dekat bioskop Merdeka diambil alih oleh Angkatan 
Laut. Dan yang satu lagi, yang di dekat kantor kabupaten diambil oleh Kehakiman. Tapi 
untungnya kemudian yang di dekat bioskop Merdeka bisa dibuka lagi. Pihak Angkatan 
Laut memberi kesempatan dengan syarat dijaga oleh anggota Angkatan Laut. Sedang 
toko yang di dekat kantor kabupaten tidak boleh dibuka sama sekali. Namun setelah 
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dinegosiasi baru boleh diambil kembali dengan menggunakan nama kakakku yang 
sudah berwarga Negara Indonesia. Toko yang berada di dekat bioskop Merdeka 
sesungguhnya kami sewa dari pemiliknya, yaitu almarhum Tan Tjin Siong. (Ibrahim, 
2008, hal. 32) 
 
Terkait dengan hal ini, fakta sejarah mencatat bahwa perasaan anti-Cina meningkat 
selepas tejadinya peristiwa G 30/S, tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Para penguasa daerah 
mengambil tindakan sendiri-sendiri terhadap mereka. Salah satunya adalah ketika di awal  tahun 
1967, para penguasa militer di Jawa Timur dan sebagian Sumatera melarang warga Tionghoa 
‘asing’ untuk berdagang (Suryadinata, 1982, hal. 144). Hal ini menjelaskan kutipan di atas yang 
menyatakan bahwa setelah terjadi peralihan kepemilikan toko kepada warga Tionghoa yang 
telah berwarganegara Indonesia, maka usaha tersebut bisa dibuka kembali.  
Satu hal yang menarik adalah bahwa ekses yang dialami oleh tokoh Lely tesebut tidak 
terjadi pada tokoh Anggareni yang notabene adalah warga Tionghoa peranakan. Nenek dari 
pihak ayahnya adalah seorang Jawa keturunan prajurit Diponegoro. Anggraeni menjalani 
kehidupan sebagaimana orang Indonesia pada umumnya. Pada saat Lely harus putus sekolah, 
Anggraeni  tetap bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri, seperti tertuang dalam kutipan 
berikut ini: 
 
Anggraeni tertegun. Pada waktu itu dia di SMP Negeri 3 Malang. Dia dan adik-adiknya 
tetap bisa sekolah (karena mereka  warga Negara Indonesia). Akan tetapi, papinya sejak 
saat itu sering gelisah dan bilang, “Sungguh, aku tidak pernah merasa Tionghoa. 
Apakah sebaiknya kalian mencari negeri baru saja. Anggraeni, bisakah kau bayangkan 
bagaimana Lely dan sebayamu harus putus sekolah karena menjadi korban politik. Aku 
khawatir nasib itu akan menimpa kau dan adik-adikmu.” (Ibrahim, 2008, hal. 25) 
 
Pendidikan Anggraeni tetap berlangsung tanpa hambatan sampai ke jenjang perguruan tinggi, 
hingga akhirnya ia berhasil menjadi seorang dosen di Jakarta. Demikian pula dengan kehidupan 
perekonomian keluarganya. Ayahnya seorang dokter gigi yang juga membuat usaha gigi palsu 
bagi kebanyakan warga Tionghoa. Meskipun diliputi kecemasan, keluarga tersebut tidak 
mengalami perubahan  besar sebagai ekses dari gejolak politik yang terjadi.  
Kondisi relatif stabil juga dipaparkan oleh Handoko J. Stefanus, seorang narasumber 
yang menginjak usia remaja ketika peristiwa 1965 meletus. Dinyatakan bahwa sebagai warga 
Tionghoa yang berdarah campuran dan menyatu dengan budaya Jawa, ia tidak telalu merasakan 
ekses dari pergolakan politik tersebut. Peralihan sekolah Tionghoa menjadi sekolah negeri benar 
terjadi, demikian pula dengan penutupan toko. Namun demikian, hampir separuh dari warga 
etnis Tionghoa kota Malang dapat menerima perubahan tersebut sehingga situasi tetap kondusif. 
Ditambahkan pula bahwa warga Tionghoa di kota Malang cukup diterima oleh warga asli.  
Berbeda dengan kota Surabaya, kekuasaan warga Tionghoa di kota Malang tidak terlalu kuat. 
Oleh karena itu, warga asli tidak merasa direndahkan sehingga gesekan antara kedua belah 
pihak dapat dihindarkan. 
b. Keamanan  
Secara politis, kecurigaan terhadap warga Tionghoa semakin meningkat seiring dengan 
memanasnya situasi Negara seputar gerakan 1965. Dalam novel ini diceritakan bagaimana 
kondisi menjadi tak menentu dan mencekam, khususnya bagi warga Tionghoa: 
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Sampai suatu kali ia bertanya, “Papi, apa yang terjadi hingga setiap kali harus ngomong 
politik dengan Pak Saleh?’ 
“Kau tahu? Indonesia kini seperti dilanda penyakit sampar. Tetapi aku tidak kepingin 
pindah dari negeri ini. Anggraeni, banyak pembunuhan yang dilakukan oleh orang-
orang yang tidak jelas. Pak Saleh juga menganjurkan Papi pindah, karena situasi politik 
pada saat ini sulit sekali. Kami tidak yakin apakah yang membuat onar itu Aidit, Untung 
atau golongan dari partai kami.” (Ibrahim, 2008, hal. 34-35) 
Kutipan tersebut menyiratkan bahwa akibat situasi politik yang bergejolak dan tidak 
menguntungkan, muncul wacana untuk meninggalkan Indonesia demi menyelamatkan diri, 
seperti yang disarankan oleh tokoh Pak Saleh kepada Papi Anggraeni. Dituturkan juga bahwa 
beberapa warga Pecinan telah berpindah ke Negara baru seperti Australia, Singapura, dan 
Malaysia. Warga etnis Tionghoa menghadapi ancaman keamanan akan keberadaan mereka di 
tanah air sebagaimana tampak dalam dialog Mami Anggraeni kepada putrinya berikut ini: 
“Anggraeni, sebagai anak sulung seharusnya kau memberi contoh pada adik-adikmu. 
Apalagi setelah G 30 S ini kita tidak tahu lagi harus berada di mana. Adik Mami 
mengajak kita semua pindah ke Negeri Belanda, tapi papimu yang merasa turunan 
prajurit Pangeran Diponegoro itu berat sekali meninggalkan kota ini.” (Ibrahim, 2008, 
hal. 33-34) 
Satu hal yang menarik dalam bagian ini adalah bahwa keluarga Anggraeni yang 
sesungguhnya telah berkewarganegaraan Indonesia ternyata juga tidak luput dari kekhawatiran 
akan keamanan mereka. Hal ini diperjelas oleh petikan berikut: 
Dan papinya yang dokter gigi itu sering mengatakan kepada Anggraeni dan adik-
adiknya, “Sejak peristiwa G 30 S, sekalipun kita warga Negara Indonesia, kita tidak 
pasti bisa tinggal terus di negeri ini. Makanya kusuruh kau dan adik-adikmu merantau 
ke Jakarta, kota yang paling gampang untuk menuju ke negeri lainnya.” Dan itu 
diucapkan papinya berulang-ulang, sampai meninggal 10 tahun yang lampau. (Ibrahim, 
2008, hal. 9) 
 
Ketakutan akan jaminan keamanan untuk tetap berada di Indonesia sangat beralasan. 
Sejarah mencatat bahwa seiring dengan aksi penumpasan G 30/S maka lahir pula kampanye 
Anti-Cina (Sinophobia) yang diarahkan kepada Pemerintah RRT maupun warga etnis Tionghoa 
di Indonesia. Mereka dijadikan  “kambing hitam” , tanpa memandang apakah mereka masih 
berkewarganegaraan asing atau sudah menjadi warganegara Indonesia. Selain menangkap para 
pimpinan maupun kader PKI, orang-orang Tionghoa yang disinyalir terlibat dalam gerakan 
makar tersebut juga turut menjadi sasaran pengejaran dan penangkapan. Puluhan ribu warga 
Tionghoa yang menjadi pemimpin maupun kader PKI, Pemuda Rakyat, Baperki, Chung Hua 
Tsung Hui dan organisasi lainnya akan segera diciduk apabila dicurigai ikut terlibat. Hal ini 
sejalan dengan pernyataan Handoko J. Stefanus mengenai situasi yang terjadi di kota Malang, 
yaitu terdapatnya  beberapa anggota Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan 
Indonesia) yang  juga ditangkap dan dipenjarakan. 
Kerusuhan yang ditujukan kepada warga Tionghoa seputar masa ketidakpastian 
1965/1966 juga dicatat oleh Onghokham (2008, hal. 23-24). Namun demikian, sebagian besar 
kekejaman sesungguhnya hanya ditujukan kepada mereka yang dituduh komunis. Beberapa ahli 
luar negeri salah mengartikan hal ini sebagai pembunuhan besar-besaran warga Tionghoa. 
Kesalahpahaman ini tidak lepas dari pelarangan besar-besaran terhadap beragam aspek 
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kehidupan dan kebudayaan Tionghoa  seperti pertunjukan, perayaan, dan penggunaan huruf 
Cina. 
Kampanye dan aksi represif yang dilakukan oleh penguasa militer ini menimbulkan 
kekuatiran dan trauma berkepanjangan bagi warga Tionghoa. Diperkirakan bahwa dipilihnya 
etnis Tionghoa sebagai kambing hitam tidak terlepas dari pertimbangan bahwa mereka 
menempati posisi politis yang lemah dan tanpa perlindungan. Selain itu, mereka juga dianggap 
sebagai parasit ekonomi dengan menimbun kekayaan,  tidak peduli terhadap kepentingan 
rakyat, dan suka menransfer dana ke luar negeri. Terkait dengan hal ini, patut disimak 
pernyataan tokoh Anggraeni dalam novel bahwa memang benar banyak keturunan Tionghoa 
yang menguras negeri ini. Akan tetapi, di sisi lain banyak pula warga Tionghoa yang ditindas, 
dikorbankan, dan dikambinghitamkan. Oleh karena itu, Tionghoa atau bukan, sesungguhnya ia 
tidak menyukai keculasan ini.  
 
D. SIMPULAN 
Mely G. Tan menyebutkan bahwa sejak Pemerintahan Soekarno, hubungan antara 
minoritas etnis Tionghoa dengan mayoritas etnis Indonesia adalah “love-hate relationship”. Di 
satu sisi, peran mereka sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kekuatan 
ekonomi mereka justru memunculkan kebencian. Posisi dilematis inilah yang pada akhirnya 
kerap memunculkan situasi tidak menguntungkan bagi mereka, di antaranya ketika pecah 
peristiwa G 30/S 1965. 
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekses peristiwa tersebut juga 
merambah wilayah kota Malang. Petikan cerita yang dituturkan dalam novel Pecinan Kota 
Malang mengindikasikan kesejajaran dengan fakta sejarah terkait ekses yang dialami warga 
etnis Tionghoa di Indonesia secara umum maupun di kota Malang secara khusus. Rasa khawatir 
akan keamanan bertempat tinggal di Indonesia meliputi seluruh warga etnis Tionghoa akibat 
situasi yang mencekam. Dalam hal pendidikan dan ekonomi, warga Tionghoa totok merasakan 
dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan warga Tionghoa peranakan yang telah 
memasuki sektor kehidupan sebagaimana warga Indonesia lainnya. Meskipun demikian, kondisi 
di wilayah kota Malang relatif stabil dan tidak terlalu bergejolak karena masing-masing pihak, 
baik minoritas maupun mayoritas, dapat menerima perubahan dengan baik dan tidak saling 
merendahkan.  
Satu hal yang harus dicatat adalah bahwa ekses tersebut lekat dengan kecurigaan dan 
kecemburuan sosial terhadap etnis tertentu, yang pada gilirannya melahirkan citra negatif serta 
pandangan stereotipe terhadap seluruh warganya. Hal ini berimbas pada perlakuan yang tidak 
sepatutnya dalam konteks hak asasi manusia, dan lebih jauh lagi, berpotensi menjadi sebuah 
ancaman bagi kesatuan negara Indonesia yang pada hakekatnya terbentuk dari keberagaman. 
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